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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 3 Halaman. Penetapan Dismissal No 1/Pdt.G.S/2022/PN Gto 
 

PENETAPAN 
Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gto 

 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, telah membaca gugatan pada perkara gugatan 

sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Gto antara: 

DAVID PARLINGGOMAN SIAHAAN, Tempat Tanggal Lahir Sidikalang, 27 Mei 

1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Cendrawasih No. 12, 

Gorontalo, Pekerjaan Karyawan BUMN, Nomor Handphone/Email 087738866400/ 

legal@ptppi.co.id.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/DU/Int/PPI/I/2022 tanggal 

17 Januari 2022,  selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Melawan 

MUHAMMAD SAID MADIU, Tempat / Tanggal Lahir Manado, 24 Oktober 1959, Jenis 

Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jalan Basuki Rahmat SK/3, Kota Selatan, Gorontalo, 

Pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, Nomor Handphone 081355505901, selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Telah membaca berkas perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan 

Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak; 

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat point 4 disebutkan 

Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual aset berupa Sertipikat nomor 

543/Dulomo Selatan dan Sertipikat nomor 468/Sela berdasarkan Surat Pengakuan 

Hutang tanggal 10 Maret 2012 berikut dengan lampiran nya, serta Sertipikat Hak 

Tanggungan nomor 867/2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 

409/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Hasna Mokoginta, S.H, PPAT 

di Kota Gorontalo yang mana hasil penjualan tersebut digunakan sebagai 

pembayaran hutang Tergugat kepada Pengugat hingga sebesar hutang lunas 

seluruhnya; 

Menimbang bahwa  berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 

4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Halaman 2 dari 3 Halaman. Penetapan Dismissal No 1/Pdt.G.S/2022/PN Gto 
 

Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi : 

“Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah”  dan 

dalam Pasal 4 Ayat 1 berbunyi “ Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari 

Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali 

memiliki kepentingan hukum yang sama; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitum 

angka 4 dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (b)  dan Pasal 4 Ayat 1 PERMA 

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim 

berpendapat bahwa dengan adanya petitum point 4 tersebut terlihat bahwa gugatan 

Penggugat tidak termasuk gugatan sederhana karena terkait dengan adanya 

permintaan kepada Penggugat untuk menjual aset berupa sertifikat nomor 

543/Dumolo Selatan dan Sertipikat nomor 408/Sela berdasarkan Surat Pengakuan 

Hutang tanggal 10 Maret 2012 berikut dengan lampiran nya, serta Sertipikat Hak 

Tanggungan nomor 867/2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 

409/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Hasna Mokoginta, S.H, PPAT 

di Kota Gorontalo yang mana hasil penjualan tersebut digunakan sebagai 

pembayaran hutang Tergugat kepada Pengugat hingga sebesar hutang lunas 

seluruhnya; 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim 

berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan 

sederhana yang mana harus melibatkan pihak lain dalam perkara a quo maka 

sudah pasti dapat dikatakan kurang pihak sehingga kesemuanya butuh pembuktian 

yang tidak sederhana, maka dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk 

diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam 

Peraturan Mahkamah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cata Penyelesaian Gugatan 

Sederhana; 

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, 

maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk 

dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan 

Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya 

berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk 

menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana; 

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana 

sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-

undangan lain yang bersangkutan; 

 

MENETAPKAN: 

1. Menyatakan gugatan Penggugat  bukan Gugatan Sederhana; 

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara  Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Gto dari 

register perkara; 

3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar 

Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 

 

        Ditetapkan di Gorontalo 

        Pada tanggal 21 Januari 2022 

 

        Panitera Pengganti,                                       Hakim, 

  

 Ttd  Ttd 

 MARYAM KHALI, S.H.                                               O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3


